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ABSTRAK

FRANGKLIN JUANDA, Judul Skripsi : “DASAR PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN PUTUSAN HAKIM NOMOR 1/PID.B/2012/PN.SIM DAN
PUTUSAN NOMOR 8/PID.B/2013/PN.PKS”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana
terhadap tindak pidana pencurian Dengan Pemberatan yang dilakukan oleh anak
dalam Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan No. 8/PID.B/2013/PN.PKS dan
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang
melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan
Pengadilan Simalungun No. 1/PID.B/2012/PN.SIM

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Simalungun dengan
melakukan memperluas putusan hakim yang memutuskan perkara pencurian
dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak ini serta mengambil salinan putusan
yang terkait dengan pemecahan masalah tindak pidana pencuriandengan
pembertan yang dilakukan oleh anak. Disamping itu, peneliti juga melakukan
studi kepustakaan dengan cara menelaah buku buku, literatur dan peraturan
perundang undangan yang berkaitan dengan masalah masalah yang akan dibahas
dalam skripsi penulis.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: adalah (1)
penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pembertan
yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Negeri Pamekasan
No. 8/PID.B/2013/PN.PKS yaitu melanggar Pasal 363 ayat 1(satu) ke3 dan 5
KUHP.Selain itu, penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan dalam tindak pidana
pencuriandengan pembertan yang dilakukan oleh terdakwa tidak melihat nilaj
yang dipertaruhkan dan alasan melakukan tindak pidana tersebut melainkan benar
atau tidaknya terdakwa tersebut melakukan tindak pidana pencurian dengan
pemberatan. (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap

anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Kata Kunci: Pencurian, Putusan pengadilan, kebebasan hakim



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini dikonseptualisasikan ke
dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD
NRI) Tahun 1945 setelah perubahan. Hukum dirumuskan untuk mengatur dan
melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan
dalam kehidupan masyarakat, serta guna menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Keberadaan negara hukum menurut J. Van der Hoeven, adalah negara
yang penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan berdasarkan hukum yang
berakar dalam seperangkat titik tolak normatif berupa asas-asas dasar sebagai
asas-asas yang menjadi pedoman dan kriteria penilai pemerintahan dan perilaku
pejabat pemerintah. Keberadaan negara hukum ini mensyaratkan: pertama,
prediktabilitas perilaku, khususnya perilaku pemerintah yang mengimplikasikan
ketertiban demi keamanan dan ketentraman bagi setiap orang; dan kedua,
terpenuhinya kebutuhan materil minimum bagi kehidupan manusia yang
menjamin keberadaan manusia yang bermartabat.'

Sehubungan dengan ;;erkembangan pemikiran negara hukum modern,
Syamsuharya Bethan menguraikan pemikirannya, bahwa negara hukum ideal
adalah tetap memperhatikan peran hukum sebagai piranti vital dalam

penyelenggaraan negara hukum yang demokratis. Artinya, beragam unsur melekat

l . .
Bernard Arief Sidharta, Kajian Kefilsafatan tentan
) , Ka g Negara Hukum, J ! H
Jentera, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Tahun 11, Jakarta, 201(;:1n‘;11m uggi
124. Dalam Dr. Febrian, SH., MS dkk, Naskah Akademik Raperda, Penelitian, 2013, hlr;\. 21..



pada suatu negara hukum, seperti adanya kepastian hukum, penyelenggaraan
negara berdasarkan atas hukum, adanya pemisahan kekuasaan negara, adanya
peradilan administrasi negara dan lainnya, merupakan referensi fundamental bagi
negara hukum tersebut melaksanakan aktivitas untuk kepentingan masyarakatnya.
Dengan kata lain, negara menempatkan hukum sebagai dimensi terdepan dalam
penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat atau bemegara.2
Hukum bukanlah suatu produk hukum yang dibuat hanya untuk dinikmati
oleh segelintir orang saja, tetapi hukum diciptakan untuk dilaksanakan dan ditaati
agar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah
hukum pidana yang bertujuan untuk mencegah atau menghambat perbuatan-
perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang
berlaku, hal ini dikarenakan bentuk hukum pidana merupakan bagian daripada
keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, dan meletakkan dasar-dasar
serta aturan-aturan dengan tujuan untuk:>
1. Menentukan perbuatan mana yang tidak dilakukan, dan dilarang, dengan

disertai ancaman atau sangsi berupa pidana tertentu, bagi barang siapa
melanggar larangan tersebut.

2. Menetukan kapan dan dalam hal apa, kepada mereka yang telah melanggar
larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana
yang telah diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana penanganan itu dapat dilaksanakan
apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Syamsuharya Bethan, Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian F i Li

Y2 . , ungsi Lingk 1
dala.m Aktivitas Industri Nasional, Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungagn wlfii’:: H’Z"P
Keh:a'ug:an antar Generasi, PT. Alumni: Bandung, 2008, him. 21. Sl

Moelyatno, Asas-A j i j
. y sas-Asas Hukum Pidana, Unversitas Gajah Mada: Yogyakarta, 1982, him.,



Hukum pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada
pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkap ciri-ciri atau
\

sifat-sifatnya yang khas. Untuk memberikan gambaran yang I\e'bih\w khus'.“ls s
mengenai hukum pidana, maka pengertian hukum pidana yang diungkapkan
Simons dalam bukunya Leerboek Nederlandas strafrecht, memberikan definisi
sebagai berikut:*
“Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-
larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu
nestapa (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-
aturan yang menentukan syarat—syarat bagi akibat hukum itu dan
kesemunya aturan-aturan untuk mengadakan (manjatuhi) dan menjalankan
pidana tersebut”.
Dari definisi di atas maka dapatlah dijabarkan bahwa hukum pidana
mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:
1. Adanya perbuatan pidana, perbuatan yang bertentangan dengan hukum
pidana yang berlaku.
2. Adanya pidana, penderitaan atau nestapa yang dibebankan terhadap
orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.
3. Adanya pelaku atau orang yang telah melakukan perbuatan yang
dilarang menurut aturan-aturan hukum pidana yang berlaku.
Ketiga di atas merupakan rangkaian yang saling berkaitan satu sama lain,
sehingga harus ada dalam setiap permasalahan yang berkaitan dengan hukum

pidana, dengan demikian dapat dilihat bahwa hukum yang mengatur masyarakat

secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan. Pengaturan

Moeljatno dan Yusti Probowati Rahayu, Dibalik Put ] ji ] j
Hukum dalam Perkara Pidana, Citramedia: Sidoaéo, 2005, bim. 7 flaim: Kajion Retkalogt



hukum yang demikian, untuk mengetahui perbuatan-perbuatan dan alasannya
seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dapat
menimbulkan reaksi sosial pada masyarakat. Reaksi sosial dapat pula dikatakan
sebagai usaha mencapai tata tertib sosial, bentuk dari reaksi sosial dimasyarakat
akan semakin nampak pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan
meningkat baik dari jumlah maupun jenisnya. Pengendalian sosial melalui hukum
ini akan menghadapkan individu atau anggota masyarakat pada alternatif pilihan,
yaitu penyesuaian atau penyimpangan, sedangkan dalam bentuk penyimpangan
atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana
yang disebut kejahatan.

Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena kejahatan
juga masalah manusia yang berupa kenyataan sosial. Penyebabnya kurang kita
pahami, karena dapat terjadi dimana dan kapan saja dalam pergaualan hidup.
Sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan
masyarakat, keadaan politik ekonomi, budaya dan sebagainya. Salah satu
fenomena kehidupan masyarakat yang sering terjadi dalam masyarakat adalah
tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan. Berita tentang
pencurian kendaraan bermotor bukan saja menarik perhatian para penegak hukum
tetapi juga mengusik rasa aman masyarakat. Kendaraan bermotor merupakan
sarana transporasi yang mempunyai mobilitas tinggi, maka pelaku kejahatan ini
merupakan kejahatan yang memiliki mobilitas tinggi juga dampak negatifnya

terhadap masyarakat.



Selain itu kejahatan pencurian kendaraan bermotor sudah merupakan
kejahatan terorganisir, bersindikat, dimana ada pihak-pihak yang menjadi
eksekutor di lapangan (pencuri) dan ada pihak-pihak yang menampung barang-
barang curian (penadah). Penadah juga dapat dikatakan sama buruknya dengan
pencuri, namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri
sendiri. Perbuatan penadahan itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-
kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Justru karena adanya
orang yang mau melakukan penadahan itulah, orang seolah-olah dipermudah
maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik membahas permasalahan yang
berjudul “Dasar Pertimbangan Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan

Pemberatan Putusan Hakim Nomor 1/PID.B/2012/PN.SIM”

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian,
hal ini dikarenakan perumusan masalah akan memberikan kemudahan peneliti
mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti, sehingga akan menentukan arah
penelitian yang dilakukan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan
beberapa masalah yang akan dibahas, yaitu:

1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi
pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan
pemberatan

2) Apa kendala internal dan eksternal yang dihadapi dalam menjatuhkan

sanksi pidana pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan



C. Tujuan Penelitian \\\\;‘:

Suatu penelitian harus. mempunyai tujuan yang jelas, karena tujuan akan
menjadi arah dan pedoman dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian pada
hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang
hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1) Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan dalam
menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana
pencurian dengan pemberatan.

2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam

inenjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana

pencurian dengan pemberatan.

D. Manfaat Penclitian

Merujuk dari permasalahan-permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan

dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a) Manfaat teoritis sebagai suatu bentuk penambahan literatur di bidang
hukum acara pidana khususnya dalam hal pertimbangan hakim
menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana
pencurian dengan pemberatan

b) Manfaat praktis sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan
masukan para pihak yang berkepentingan sehingga dapat dicapainya
suatu l'(epastian hukum sebagai dasar pertimbambangan menjatuhkan

sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan

pemberatan



E. Kerangka Teoritis

Penjatuhan sanksi berupa penjara yang dilakukan oleh hakim bukanlah
kchendak daripada hakim itu, melainkan harus berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam  menjatuhkan/
mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang
ditanganinya, tanpa campur tangan oleh pihak lain untuk menjamin agar putusan
pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat
ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum
dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan
dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Yahya Harahap,’ kebebasan hakim jangan diartikan kebebasan
yang tanpa batas dengan menonjolkan sikap arrogance of power, dengan
memperalat kebebasan untuk menghalalkan segala cara, akan tetapi kebebasan
tersebut relatif dengan acuan:

1. Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-
undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus perkara
yang sedang diperiksanya, sesuai dengan asas maupun statute law must
prevail (ketentuan undang-undang harus diunggulkan).

2. Menafsirkan hukum yang tepat melalui cara-cara pendekatan
penafsiran yang dibenarkan (penafsiran sistematik, sosiologis, bahasa,

analogis maupun acontrario) atau mengutamakan keadilan daripada

> M. Yahya Harahap, SH., Kedudukan Kewenang

Gikalis, ks s an dan Acara Peradilan Agama, Sinar



peraturan perundang-undangan, apabila ketentuan undang-undang
tidak potensial melindungi kepentingan umum. Penerapan yang
demikian sesuai dengan doktrin equity must prevail (keadilan harus
diunggulkan).

3. Kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (rechts vinding),
dasar-dasar dan asas-asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, norma
hukum tidak tertulis (hukum adat), yaitu yurisprudensi maupun
melalui pendekatan “realisme” yakni mencari dan menemukan hukum
yang terdapat pada nilai ekonomi, moral, agama, kepatutan maupun
kelaziman.

Berdasarkan teori yang ada, kebebasan hakim meliputi:

1. Kebebasan Eksistensial
Menurut Arbijo, kebebasan eksistensial bukan berarti lepas dari segala
kewajiban atau kekahawatiran dan tanggung jawab, melainkan
kebebasan sebagai makna eksistensinya selaku  manusia,
kemandiriannya selaku manusia, sedangkan kebebasan hakim dalam
kapasitas sebagai makhluk individu mempunyai kebebasan sebagai
kesempurnaan eksistensinya sebagai manusia.®. Adanya paksaan,

ikatan, serta beban yakni merupakan alienasi yang menekan manusia

sedemikian rupa sehingga menghalang-halangi pelaksanaan dirinya

sebagai manusia yang utuh dan mandiri.” Jadi kebebasan eksistensial

6 o5
Arbijoto, Kebebasan Hakim (refleksi terhadap manusia sebagai ;
Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2000, him., 95. p ebagai homo relegiosus),

M. Yahya Harahap, Beberapa Permasalahan Hukum Acara

Hikmah: Jakarta, 1994, him. 28 e Perachilan Agima, Kl»



adalah kemampuan manusia (hakim) untuk menentukan tindakannya
sendiri. Kemampuan itu berdasarkan pada kemampuan dirinya untuk
menentukan tindakannya sendiri.

Kebebasan Integritas Moral dan Etika Profesi.

Dalam suatu kebebasan hakim yang berdasarkan pada kemandirian
kekuasaan kehakiman di Indonesia ditekankan pemahaman tentang apa
yang disebut “the dynamic aspects of the rule of law in the modern

age” (aspek-aspek dinamika rule of law dalam era modern).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1.

2.

Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan
perundang-undangan (statuta approach) karena yang diteliti adalah
berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral
sutau penelitian dan pendekatan konseptual yakni mengkaji
pandangan-pandangan doktrin hukum yang berkembang didalam ilmu
hukum,® dan dalam pelaksanannya menggunakan penelitian
kepustakaan (library research).

Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe

penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian

Johny Ibrahim, Teori & Metodol
Publishing, Cet 111, 2007, him. 300

ogi Penelitian Hukum Normative, Malang: Bayu Media
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Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder saja.9 Penelitian yang
dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum
tertulis yang tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi
pengertian pokok/dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum,
hubungan hukum dan objek hukum.'®

3. Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah bahan kepustakaan, sedangkan

mengenai jenis bahan berupa data sekunder yang diperoleh pada

penulisan adalah bahan sekunder dengan mengumpulkan serta
melengkapi literatur-literatur dan dokumen-dokumen yang ada
kaitannya dalam penulisan ini. Dimana data tersebut terdiri dari:"

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang
terdiri dari norma hukum atau kaidah dasar. Bahan hukum primer
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

3) Undang — Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum N t
Singkat, Jakarta: Radjawali Pers, 2010, him. 13-14 orma

Prof. Dr. H. Zainuddi i iti :
08 Ell. S r inuddin Ali, M.A, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika,

11 H
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ul Press, 2006, him. 52
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b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan
hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan
meliputi:

1) Bahan-bahan hukum
2) Hasil-hasil penelitian, seminar, penemuan ilmiah, hasil karya
dari kalangan hukum.

¢) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder meliputi:

1) Doktrin- doktrin hukum
2) Internet.
4. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu

studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Studi

kepusatakaan dilakukan untuk mendapatkan badan hukum sekunder
yaitu buku-buku yang berhubungan dengan objek penulisan.
5. Analisis bahan penelitian

Analisis bahan penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi atau

legal memorandum ini adalah menggunakan metode analisa data

secara kualitatif.
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